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KONSEP AKAD DALAM BAHASAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab Il Pasal 21
tentang Asas —Asas Akad.

Sebelum menjelaskan menjelaskan mengenai asas-asas dalam akad,
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi dari akad itu sendiri,
menurut Rachmat Syafe’i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus
yang dikemukakan ulama figih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-
qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.?
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Ban | Pasal 20
tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian
antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas ikhtiyari
(sukarela); asas amanah (menepati janji); asas ikhtiyati (kehati-hatian); asas
Luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas taswiyah
(kesetaraan); asas transparaansi; asas kemampuan; asas taysir (kemudahan);
asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-Hurriyah (kebebasan berkontrak
dan asas al-kitabah (tertulis).”®

Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu
akad agar terhindar dari konflik-konflikyang mungkin terjadi dalam proses
penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati. Dalam penelitian ini

penulis hanya akan membahas 8 dari 13 asas akad yang ada dalam kitab

% Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44.
?® Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21
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Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES). Karena 8 asas inilah yang

cocok untuk dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang

erat

1.

pada objek penelitian yang penulis angkat, antara lain:

Asas lkhtiyari (Sukarela).

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari
keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya.”’
Kerelaan para pihak dalaam menjalankan suatu akad merupakan jiwa
dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua
transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak adapat terpenuhi, maka
kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.?

Kerelaan (rida al- taradi) adalah sikap bathin yang abstrak (amr al-
khafi). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah
dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud
adalah formulasi (sighat) ijab kabul.?® Formulasi ijaab kabul tersebut
perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedemikian rupa sehingga dapat
menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah
mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

Asas ini didasarkan pada al-Qur’an dalam surat al-Nisa’ ayat 29.
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27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a).

8 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

# bid., 80.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka diantara kamu”.(Q.S. al-Nisa”; 29)*

Ayat di atas menyatakaan bahwa segala transaksi dalam
bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan
antara masing-masing pihak, tidak bolaeh adanya tekanan, paksaan,

apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan

perbuatan atau akad tersebut.

2. Asas Amanah (Menepati Janji).

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepaakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang
sama terhindar dari cidera-janji.** Dengan asas amanah yang
dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik
dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu
pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.®® Salah satu ajaran al-
Qur’an yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah
pemenuhan janji dan kontrak.

Al-Qur’an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan
dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. al-Qur’an juga mengingatkan

dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya

*® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 83.

3! Mardani, Figih Ekonomi Syariah Figh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 97.

%2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 ().

%% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 91.
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oleh Allah dalam berkaitan denagn janji dan kontrak yang ia lakukan.®*
Hal ini dijelaskan di beberapa surah dalam al-Qur’an yang diantaranya

adalah dalam surat al-Isra’ ayat 34 sebagai berikut:
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Artinya: “... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan
diminta pertanggungjawabannya”.(Q.S. al-lsra’:34)®

Al-Qur’an juga memerintahkan kaum mukmin untuk tidak merusak
janji yang telah disepakati walaupun dia menyadari bahwa ada alasan
yang kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan itu. Dalam situasi
yang demikian mereka diinstruksikan untuk memeberitahukan pihak lain
yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk dengan
adanya solusi formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka
berada pada posisi yang sama. Hal ini di jelaskan dalam al-Qur’an surat

al-Anfal ayat 58:%°

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan
dari suatu golongan, maka kembalikan perjanjian itu kepada
mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak
mers];/ukai orang-orang yang berkhianat”. (Q.S. al-Anfal:
58)

3 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2003), 99.
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,285.

% Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam..., 100.

*” Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,184.
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Ini adalah sebuah bukti bahwa al-Qur’an menginginkan keadilan
terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah

disetujui.

3. Asas Saling Menguntungkan.

Asas saling menguntungkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para
pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah
satu pihak.®® Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu
perikatan dalam Islam. Dimana suatu akad dibuat oleh para pihak
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh
menimbulkan  kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan
(mashaqggah).

Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip
yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan
bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.*
Karena ada dasarnya suatu akad kemitraan secara alamiah akan mencapai
tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling
menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang

kuat diantara para pelaku akad kemitraan.*°

%8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

** Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 19.

0 \/eizthal Rivai, et al. Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan
Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2010), 175.
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4. Asas Taswiyah (Kesetaraan).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan
untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai
sekalipun.** Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang
setara , dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.** Asas ini
memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu
akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang
lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad
terhadap suatu perjanjian kerena sangat erat hubungannya dengan
penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah
pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan

landasan dari asas ini didsarkan kepada al-Qur’an surat al-Hujarat ayat

43
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhny Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal”.(Q.S. al-Hujarat: 13)**

*! Mardani, Hukum Bisnis Syariah, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 58.

*2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

8 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...,76.
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,517 .
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Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan
tersebut hendaknya saling melengkapi antara kekurangan yang lain dari
kelebihan yang dimilikinya, oleh karenanya setiap manusia juga memiliki
kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan.** Dalam
melakukan akad tersebut setiap pihak bebas menentukan hak dan
kewajibannya masing-masing yang didasarkan oleh asas kesetaraan ini,
sehingga tidak boleh adanya kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak

dalam akad tersebut.

Asas ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak
lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item
kesepakatan dalam suatu perjanjian, namun hendaknya rumusan tersebut
bukanlah merupakan suatu rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi
oleh pihak lain. Karena pihak lain juga perlu mempertimbangkan dan
melakukan negosiasi (jika perlu) tehadap rumusan tersebut sebelum

akhirnya akan disepakati bersama.*®

5. Asas Transparansi.

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaaban para pihak
secara terbuka.*” Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat,

semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas

** Gemala Dewi, et al. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013), 33

“® 1bid., hal.77.

*" Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (g).



29

dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini
terutama yang berhubungan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-
masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus

berbagi dengan segala informasi yang tersedia.

Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya
disampaikan dan disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan
atau menguranginya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai
kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah.*® Selain itu
kontrak yang melibatkan gharar sangat dilarang. Tujuannya adalah
untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan

kurangnya kepercayaan.*

6. Asas Taysir (Kemudahan).

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan
kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai
dengan kesepakatan.”® Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad
kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak
menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang muslim, salah satu bentuk
manifestasi dari akhlag al-karimah dalam berakad yakni menjadikan

sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak

*8 \feitzhal Rivai, et al. Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan
Syari’ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif, (Yogyakarta: BPFE, 2012), 135.
49 (s
Ibid., 136.
*0 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(i).
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menjadikan orang lain berada dalam kesulitan. Landasan dari asas ini

berlandaskan pada al-Qur’an surat al-Qasas ayat: 27 sebagai berikut:>*
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Artinya: “... Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu
insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang Yyang
baik”.(Q.S. al-Qasas: 27)*

Seorang muslim juga tidak diperkenankan untuk berlaku keras dan
kaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu seorang
muslim juga di perintahkan untuk berlaku adil dan ramah dalam semua

bentuk pergaulan sebagaimana ia diperintahkan juga untuk menghindari

dari segala tindakan yang sekiranya akan menyulitkan orang lain.>®

7. Asas Iktikad Baik.

Asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan
tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.>*Menurut
Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarok dalam bukunya Perkembangan
Akad Musyarakah dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah
perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak
hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak

mengandung tipu daya tau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya

5! Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam..., 111.

>? Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 388.
* Ibid., 111.
> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (j).
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mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan
kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.>

Iktikad baik juga merupakan bentuk dari akhlaq al-karimah yang
harus dilakuakn oleh para pihak yang berakad dalam akadnya tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur’an surat al-Bagarah ayat

188 sebagai berikut:
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Artinya: “ Danjanganlah sebagian dari kamu menggunakan harta
sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian
harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa),
padahal kamu mengetahuinya.”(Q.S. al-Bagarah: 188)™

Ketentuan-ketentuan syariah yang ada pada ayat tersebut
mengisyaratkan bahwa sebuah perjanjian baik itu pada waktu
pembuatannya maupun pada waktu dilaksanakannya haruslah didasarkan
pada iktikad baik. °” Dengan kata lain, iktikad baik adalah sikap batin
para pihak yang melakukan akad perjanjian yang harus timbul sejak

perjanjian itu di buat dan disepakati.”®

% Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Kencana
Preanada Media Group, 2012), 109.

*® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 29.

 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138-139.

*® Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah...,109.
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8. Asas al-Hurriyah (Kebebasan Berkontrak).

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad).
Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk
membuat pejanjian (making freedom contract), baik dari segi objek
perjanjian maupun menentukan persayaratn-persyaratan lain, termasuk
menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.”® Adanya unsur
pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan
perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap
meragukan bahkan tidak sah.®

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul
yang dicantumkan dalam suatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak
menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (al-lkrah) dan penipuan (al-
Taghrir) kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur
tersebut dalam akad, maka lagalitas akad dianggap meragukan, bahkan
tidak sah. Landasan asas ini adalah surat al-Bagarah ayat 256 dan surat

al-Maidah ayat 1.%
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Artinya: “ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).”
(Q.S. al-Bagarah: 256)%

z
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% A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 135.
% Mardani, Figih Ekonomi Syariah Figh Muamalah..., 92.

61 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah..., 135.

*2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 42.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu.”(Q.S. al-Maidah: 1)%

Makna dari ayat di atas sudah dapat kita maknai dengan jelas, bahwa
tidak ada paksaan dalam agama Islam, terlebih lagi dalam hal
bermuamalah yang pengaplikasian riilnya dalam berkontrak atau
berakad. Sedangkan pada ayat yang kedua adapun cara menyimpulkan
kebebasan berakad pada ayat ini menurut Syamsul Anwar dalam
bukunya Hukum Perjanjian Syariah bahwa jika ditinjau dari kaidah usul
al-figh perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi
akad itu hukumnya wajib. Karena kata akad dalam ayat ini disebutkan
dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (al- ‘ugud). Menurut
kaidah usul al-figh jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan
keumuman. Dengan demikian ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa

orang dapat membuat akad apa saja, dan akad-akad itu wajib dipenuhi.®*

B. Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab 111 Tentang
Rukun, Syarat, Kategori Hukum , Aib Kesepakatan, dan Ingkar Janji.

1. Rukun & Syarat Akad.
Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) di atur dalam Bab 11l Bagian Pertama Pasal 22
tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu

sendiri terdiri atas:®

63 B
Ibid., 105.
* Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih
Muamalah...,85
% Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 — Pasal 25.
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a. Pihak-pihak yang berakad; dimana syarat dari dari para pihak itu
sendiri diatur dalam Pasal 23. Pertama, pihak- pihak yang berakad
adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan
usaha; dan kedua, Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal,
dan tamyiz.

b. Objek akad; untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES
terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. Pertama,
objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan
oleh masing-masing pihak; dan kedua, objek akad harus suci,
bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.

c. Tujuan pokok akad; dan untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-
masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat
yang mengaturnya dalam KHES pasal 25.

d. Kesepakatan; kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul
atau sighat akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana
sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan

dan/atau perbuatan.

Dari keempat rukun akad yang termaktub dalam kitab Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah tersebut beserta syarat-syarat dari tiap
rukunnya, penulis akan memebahas secara mendalam satu dari empat
rukun yang telah disebutkan di atas yaitu mengenai kesepakatan para

pihak. Karena rukun inilah yang belum terpenuhi secara sempurna dalam
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kasus perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilian jaket dan helm
di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya. Sehingga perlu adanya pembahasan

khusus mengenai hal tersebut.

Kesepakatan ( ljab & Kabul)

Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang
sah adalah akad yang disepaakati dalam perjanjian, tidak mengandung
unsur ghalat atau khilaf®®, dilakuakn dibawah ikrah atau paksaan®’,
taghrir atau tipuan®, dan ghubn atau penyamaran®. Setiap kesepakatan
dalam bisnis haruslah jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak
menimbulkan perselisiahan diantara mereka.” Kesepakatan para pihak
dalam Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar
dikenal dengan pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu
sendiri lazim di sigat akad (sighat al-‘agd) yang terdiri dari ijab dan
kabul. ljab dan kabul ini lah yang mempresentasikan perizinan (ridha,
persetujuan).”

Menurutnya juga terdapat dua syarat dalam ijab kabul tersebut (1)

adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian

% Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai
hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

%7 paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak
merupakan pilihan bebasnya. Lihat Pasal 31 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

% Ppenipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad,
berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatan-nya, tetapi dalam kenyataanya sebaliknya.
Lihat Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

% penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesaetaraan antara prestasi dengan imbalan
prestasi dalam suatu akad. Lihat Pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

% Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam. Sintesis Fikih dan
Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 66.

7t Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah...,
122
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kehendak sehingga terwujudlah kata sepakat dan (2) persesuaian
kehendak (kata sepakat) itu di capai dalam satu majelis yang sama,

dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad.”

Perlu ditegaskan bahwa meskipun secara prkatis yang dinyatakan
sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan
konkret dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah
substansi yang terkandung dibalik ijab dan kabul tersebut sejatinya dalah

perizinan (ridha, persetujuan, al-rida, toestemming)”

Dalam bahasa lain ijab dan kabul disebut juga sebagai penawaran
dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan dapat disampaikan dalam
beberapa cara secara lengkap: dengan kata, dengan tindakan atau indikasi
atau dengan prilaku.”® Hal ini sejuga dijelaskan dalam Pasal 25
Kompilasi Hukum ekonomi Syariah sighat akad dapat dilakukan

dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

Suatu penawaran juga harus mempertimbangkan penundaan terjadi
dalam kasus antara lain: penarikan atas suatu penawaran oleh pembuat;
kemaatian dari suatu pihak atau kerugian kapasitas untuk masuk kedalam

kontrak; berakhirnya majelis, seperti periode kontrak, tanpa pengambilan

" Ibid., 122.

" Ibid., 124.

™ Vfeitzhal Rivai, et al. Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan
Syari’ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif, ..., 155.
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kesimpulan kontrak; penurunan subjek; serta kehilangan waktu yang

ditetapkan untuk penerimaan.

Ini merupakan persyaratan hukum Islam bahwa penerimaan harus
dikonfirmasikan untuk penawaran dalam keseluruhannya secara detail
dan hal tersebut harus diterima dalam pertemuan yang sama begitu juga
sebaliknya, penawaran juga harus juga konsisten atau tidak berubah dan
dikonfirmasikan  secara detail agar pihak penerima dapat
mempertimbangkan segala hal yang ada dalam penawaran tersebut.
Diantara beberapa perbedaan kecil atas opini, para pakar hukum
berpandangan bahwa setiap kontrak harus diselesaikan dengan cara
penawaran dan penerimaan dalam pertemuan yang sama sampai satu
pihak mensyaratkan untuk berfikir lebih akan kebenarannya, untuk dapat

mensahkan atau membatalkann kontrak di kemudian hari.

2. Aib Kesepakatan.

Berdasarkan syarat sahnya suatu akad atau perjanjian tersebut di
atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya
atau lahirnya suatu perjanjian, yang berarti bahwa tidak adanya
kesepakatan para pihak, maka tidak terjadi kontrak. Akan tetapi,
walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian,
namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai

tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat kehendak.

" 1bid,.
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Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh

pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cacat kehendak dikenal
dengan aib kesepakatan yang diatur dalam pasal 29 sebagaimana yang
telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang sah adalah akad yang
disepaakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf,
dilakuakn dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn

atau penyamaran.

Namun menurut Ahmad Miru dalam Hukum Kontrak Bernuansa
Islam menambahkan adanya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu
dari bagian yang menimbulkan cacat kehendak. Menurutnya,
penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang
kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi
menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal

yang memberatkan baginya.’®

Penyalahgunaan kedaan menurutnya juga berarti dalam penerapan
klausula-klausula tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki
kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak
lemah.”” Penerapan kontrak semacam ini biasa terjadi dalam sebuah
kontrak baku, yang mana klausula-klausulanya telah

ditetapkan/dirancang oleh salah satu pihak. Biasanya yang merancang isi

® Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 33.
" 1bid., 59.
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perjanjian tersebut adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat
yang dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-

klausula yang menguntungkan baginya.”

Penerapan klausula perjanjian semacam ini sering kali mengandung
klausula eksonerasi yaitu merupakan klausula yang sangat merugikan
konsumen yang umumnya memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan
dengan produsen.”” Menurut Ahmad Miru, perjanjian baku yang
mengandung Kklausula eksonerasi memilik ciri sebagai berikut: a. Pada
umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat; b.
Pihak lemah pada umumnya tidak ikut mementukan isi perjanjian yang
merupakan usnsur aksidentilia dari perjanjian; c¢. Terdorong oleh
kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut; d.
Bentuknya tertulis; dan e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal

untuk individual &

Pada dasarnya penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam BW.
Begitu pula dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi
dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah hal semacam ini secara
eksplisit disinggung dalam pasal 29 tentang Aib kesepakaatan yang
dijelaskan pada pasal 35 bahwa penyamaran adalah keadaan dimana
tidak ada kesetaraan antara pestasi denagn imbalan prestasi dalam suatu

akad.

"8 1bid., 57-58.
™ Ibid., 59.
& |hid., 60.



40

3. Hukum Akad.

Pada pasal 27 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dijelaskan bahwa
hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu; a. Akad yang sah.; b. Akad
yang fasad/ dapat dibatalkan. c. Akad yang batal/ batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum
ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-
syaratnya.®! Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya secara faktual,
tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar’i (yuridis) agar
perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang
dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.®? Menurut Syamsul
Anwar dalam Hukum Perjanjian Syariah menegaskan bahwa Suatu akad
menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila
rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.®®

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir
menejelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan
syarak ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaanya.®* Pada
literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah
atau sahih (valid contract) yaitu akad yang menjadi sebab yang legal
untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang

mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam

81 pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

82 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah..,
242.

% Ibid., 244.

8 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). (Yogyakarta: UlI
Press, 2009), 113.
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rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala Aib yang
menimbulkan akibat.®®

Kedua, akad yang fasad. Akad yang fasad menurut Kompilasi
Hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-
syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut
karena pertimbangan maslahat.®® Akad fasid menurut ahli-ahli hukum
Hanafi adalah akad yang menurut syara’ sah pokoknya, tetapi tidak sah
sifatnya.

Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah
baik pokok maupun sifatnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pokok
disini yaitu rukun dan syaratnya sedangkan yang dimaksud dengan sifat
disini yaitu syarat kebsahan suatu akad.®” Adapun syarat keabsahan
aakad itu antara lain; (1) bebas dari gharar, (2) bebas dari kerugian yang
menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat fasid, (4)bebas dari
riba.®®

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum
ekonomi syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-
syaratnya.®® Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syarak
ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang

tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara materiaal pernah

8 56,

8 pasal 28 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah..,

248.

% 1bid., 243.
% pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum samaa sekali.”
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mardani dalam Hukum Perikatan
Syariah di Indonesai menyatakan bahwa akad yang tidak sah atau tidak
sahih (void contract) adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan
syaratnya. Denagn demikian, berdampak hukum tidak sah.*

Menurut Vaitzhal Rivai bahwa didalam kontrak batil (void) tidak
terdapat penuhan atas kondisi yang berhubungan dengan penawaran dan
penerimaan, subjek, pertimbangan atau persetujuan, atau mengandung
beberapa atribut eksternal yang bersifat illegal. Atau dalam kata lain jika
kondisi pada umumnya yang berhubungan dengan bentuk dari kontrak
(penerimaan yang tidak mengkonfimasi penawaran, atau penawaran yang
tidak ekonsisten pada saat penerimaan, dan lain-lain), persetujuan yang

tidak terpenuhi, kontrak semacam ini merupakan kontrak batil.”

4. Inkar Janji (Wanprestasi).
Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad)
telah memenuhi semua syarat-syaratnya —dan menunurut hukum
perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya—

perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai

% Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)...,114.

% Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia..., 59.

% Veitzhal Rivai, et al. Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan
Syari’ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif, ..., 172.
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hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang
wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.*?

Dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata di tegaskan, “Semua perjanjian
yang secara sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.” Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya
perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan —perikatan yang
timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat
menarik kembali perjanjiannya “selain dengan sepakat kedua belah pihak
atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu” [Pasal 1338 ayat (2)]

Ahmad Miru menegaskan dalam Hukum Kontrak Bernuansa Islam,
bahwa pada tahap pelaksanaan perjanjian, jika salah satu pihak atau
kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan
perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi.**

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36
dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena
kesalahannya; (1) Tidak melaksanakan apa yang diajanjikan untuk
melakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi
terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah..,

263.

% Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam...,85.



